BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TEBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokolerdan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

bahwa dengan meningkatnya kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Tebo yang masuk
kategori tinggi perlu dilakukan penyesuaian
terhadap tunjangan komunikasi intensif pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12
Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis = Permusyawaratan  Rakyat, @ Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12
Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008
Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEBO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12
Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo ( Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 ( satu) huruf yakni huruf k, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

TR D@ M0 a0 o

Uang Representasi;

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran,;
Tunjangan Badan Kehormatan;
Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 12

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 11, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 17

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. tinggi;

b. sedang; dan

c. rendah.

Kabupaten Tebo dengan kemampuan keuangan daerah tinggi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.



4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 18

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikelompokkan pada kemampuan
Keuangan Daerah Tinggi, yaitu di atas Rp. 400.000.000.000,00
(Empat Ratus Milyar Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

Kabupaten Tebo dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, belanja
Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi
Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi
seluruh wakil ketua DPRD.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota dan BPO Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(2) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan
tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu, suami atau istri
beserta 2 (dua) orang anak.

(3) dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REG : 1 /PERDA KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
(NOMOR 1/TAHUN 2015)



